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BUPATI MUNA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI MUNA 
NOMOR � 0 TAHUN 2022 

TENT ANG 
PETA JALAN (ROAD MAP) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH 

KABUPATEN MUNA TAHUN 2022-2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUNA, 

a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan 
dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat 
daya saing perekonomian daerah sehingga perlu dilakukan 
pengendalian inflasi daerah secara terpadu dan terkoordinasi 
dengan melibatkan perangkat daerah terkait; 

b. bahwa untuk memberikan arahan pelaksanaan pengendalian 
inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan 
peta jalan (road map) dalam kerangka perencanaan strategis 
tingkat daerah yang mendukung dan selaras dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Peta Jalan (Road 
Map) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022- 
2024; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pu sat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 
Nomor 6757); 



5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku 
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi 
Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah 
Kabupaten/Kota; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN (ROAD MAP) 
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022- 
2024 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Muna. 
2. Bupati adalah Bupati Muna. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

5. Inflasi adalah kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka 
waktu tertentu. 

6. Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi Daerah adalah rencana strategis yang 
memberikan arahan dalam pengendalian inflasi daerah. 

Pasal 2 
Peta Jalan (Road Map) Pengendaian Inflasi Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022- 
2024 merupakan pedoman bagi perangkat daerah maupun instansi terkait dalam 
melaksanakan pengendalian inflasi di Kabupaten Muna selama 3 (tiga) tahun. 



' Pasal 3 
Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022-2024 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB II 
PEMBIAYAN 

Pasal 4 
Pembiayaan pelaksanaan Peta Jalan (Road Map) Pengendalian Inflasi Daerah 
Kabupaten Muna Tahun 2022 - 2024 bersumber dari : 
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
4. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

BAB III 
PENUTUP 

Pasal5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna. 

PARAF KOORDINASI � 

ASISTEN 
BAGIAN HUlUM 
PEN GEL OLA ........... - . 

Diundangkan di Raha, 
pada tanggal 2,"- > 2022 

SEKRETARIS DAERAH, 

EDDY 

BUPATI 

2022 

MAD RUSMAN EMBA 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR ... 
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